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BUPATI GORONTALO UTA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTAL

NOMOR 30 TAHUN 202
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ]

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG I

Menimbang

Memperhatikan 1.

BUPATI GORONTALO UTA
bahwa untuk tertib dan 14
Desa di Desa Kabupate

. adanya pentunjuk teknis;

bahwa = berdasarkan pe
dimaksud dalam huru

Peraturan  Bupati ten

Penggunaan Dana Desa K

Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor

" Pembentukan Ké.bupaten (

Gorontalo (Lerribaran N¢g
Tahun 2007 Nomor 13, T
Republik Indonesia Nomor
Undang—Undangi Nomor
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(Lembaran Negara Repilbl
Nomor 82, Tambahan L4
Indonesia Nomor 5234) s
dengan Undang-Undang

tentang Perubahan atas 1

RA

O UTARA
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DESA TAHUN 2023
MAHA ESA

RA,

ncarnya pengelolaan Dana

n Gorontalo Utara perlu

rtimbangan sebagaimana
a, perlu menetapkan

tang Teknis

[abupaten Gorontalo Utara

Petunjuk

11 Tahun 2007 tentang.
forontalo Utara di Provinsi
gara Republik Indonesia
hmbahan Lembaran Negara
1687);

[2 Tahun 2011 teﬁtang
n Perundang-Undangan
ik Indonesia Tahun 2011
[mbaran Negara Republik
.ebagaimana telah diubah
15 Tahun 2019

Indang-Undang Nomor 12

Nomor

Tahun 2011 tentang |Pembentukan Peraturan
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Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 .
‘Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6397);
Undahg—Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembarém_ Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Ler

" Indonesia Nomor 5495) spbagaimana telah diubah

baran Negara Republik

dengan Undang-Undang quor 11 Tahun 2020 Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor §573};

Undang-Undang Nomor 2&3 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lepbaran Negara Republik |
Indonesia Tahun 2014 {Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) _.
sebagaimana telah diubah beberapa kali - térakhi_r
dengan Undang-Undang N¢mor 11 Tahun 2020 Cipta
" Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahah Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor $573);

'Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 | Nomor - 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) - :
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
deng’ari Peraturan Pemerinfah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua |Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentiang Pefaturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 [Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan L¢mbaran Negara Rep_ublik
Indonesia Nomor 6321);
Peraturan Pemerintah Nomjor 60 Tahun 2014 tentang
‘Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
_Pendapatan dan Belanja |Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168

¥

Kepala . Kaban Kabag Asisten { Sekda Wakil
DPMD | Keugngan | Hukum :

Bupati




" Menetapkan :

10,

o tentang Pedoman Umum

11,

~Tambahan Len{baran | Nelsara Republik Indonesia .

Nomor 5558) sebagaimanga telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nonfor 8 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2014 tentang Dana
Anggaran Pendapatan dan

Desa Yang Bersumber dari

Belanja Negara (Lembaran.

Negara Republik Indonesiia Tamin 2016 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Neggara Republik
. Nomor 5864;

Peraturan Menteri Dalam

Indonesia

Negeri Nomor 20 Tahun

2018 ‘tentang Pengelolaany Keuangan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20y PMK.07 /2022

tentang Pengelolaan Dana Desa

(Berita Negara -

' Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1233);

Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan  Daerah

Tertinggal dan Transmigrdsi Nomor 8 Tahun 2022

tentang Prioritéls Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

(Berita Negara Republik
Nomor 961); -

Peraturan Menteri Desa,

Indonesia Tahun 2022

Pembangunan  Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020

Pemberdayaan ‘Masyarakat

Pembangunan Desa dan

Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);.

Peraturan Bup_ati Gordntalo Utara Nomor 29 Tahun

2019 tentang Pedoman P¢ngelolaan Keuangan Desa

{(Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun

2019 Nomor 76j;

MEMUTUSKAN :

 PERATURAN BUi:’ATI TENTANG 'PETUNJUK TEKNIS

PENGGUNAAN DANA DESA
BAB I
KETENTUAN UMUM

TAHUN 2023.
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Bupati
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Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengash :

1.

2.

10.
11.

12.

Pemerintah Pusat yang selanjutnyal dlsebut Pe

Pasal 1
Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.

Repubhk Indonesia yang memegang kekuasa
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemermtah Daerah adalah Pemenntah Kabup
Bupatl adalah Bupau Gorontalo Utara

=4

merintalr adalah Presiden
an pemerintahan negara

dalam Undang-Undang

hten Gorontalo Utara.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerph.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

vang selanjutnya disebut

Dinas PMD adalah perangkat daerah yang rphenyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pemerintahan desa.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibanthi perangkat Desa sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan menguj

1S urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkpn prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yarng diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah D

Republik Indonesia.

esa, selanjutnya disingkat

RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk

jangka waktu 6 {enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya

disebut RKP Desa, adalah

penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu} tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut

APBDesa adalah rencéna keuangan tahunan

Pemerintahan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara yang diperuntukan b

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanjg

ngi Desa yang ditransfer

Daerah Kabupaten dan

digunakan untuk membiayai penyeleggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan| kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Kepala Kahan Kabag Asisten I Sekda Wakil

DPMD Keugngan | Hukum Bupati

Y
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

alam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVI

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal

merupakan warisan yang masih hidup dan pt1

Usul adalah hak yang

akarsa Desa atau prakarsa

masyarakat Desa sesuai dengan perkembanggn kehidupan masyarakat.

Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewWenangan untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan

oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan

pleh Desa, atau yang

muncul karena perkembangan Desa dan pralyasa masyarakat Desa.

Musyawarah Desa adalah musyawarah antar.

h badan permusyawaratan

Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyaraliat yang diselenggarakan

oleh badan permusyawaratan Desa untuk

bersifat strategis.

menyepakati Hal yang

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah gilihan program dan/atau

kegiatan yang didahuluktan dan diutamakan

lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

dari pada pilihan kegiatan

Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pgmberdayaan masyarakat

Desa, khususnya yang miskin dan margindl, yang bersifat produktif

dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan

teknologi

lokal untuk memberikan tambjahan upah/pendapatan,

mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan Kesejahteraan rakyat.

Pandemi COVID-19 adalah bencana yang digebabkan oleh faktor non

19) yang mengancam dan

mengganggu keilidupan dan penghidupan njasyarakat Desa, sehingga

mengakibatkan korban jiwa manusia serta

dampak sosial, ekonomi,

kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manisia.

Desa Aman COVID-19 adalan kondisi kellidupan Desa yang tetap

produktif di tengah Pandemi COVID-19 df
menerapkan protokol kesehatan dengan
menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan s
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ad
bantuan langsung berupa dana tunai yang |
kepada keluarga penerima manfaat dengan k
diputuskan melalui musyawarah Desa.

Sustainable Development Goal’s Desa yang s
Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Dsg
kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, D

peduli lingkungan, Desa peduli pendidikaﬁ,

enigan  kedisiplinan warga
menggunakan masker,
abun dan air mengalir.
hlah kegiatan pemberian
ersumber dari Dana Desa

riteria yang disepakati dan

elanjutnya disebut SDGs
sa tanpa kemiskinan dan
sa peduli kesehatan, Desa

Desa ramah perempuan,

Kepala
DPMD

Katvan Kabag
Keugggan | Hukum

Sekda Wakil

Bupati

Asisten |
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22,

(1)

- pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjuf

 oleh kementerian yang menyelenggarakan

Desa berjejaring, dan Desa tanggap bu

Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga

arn.

laya untuk percepatan

profesional yang direkrut

urusan pemerintahan di

‘bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang

bertugas pendamplngan di tmgkat Desa, Ke

Provinsi.
. BAB _II

' MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

acuan bagi Pemerintah Desa dalam menetapk

 Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunpn desa

(2)

~ SDGs Desa.

(3)

Ruang lingkup Peraturan Bupatl ini, mehputl

o a.

b.

1 sesuai dengan kondisi obyektif Desa.

Tujuan dltetapkannya Peraturan . Bupati- |

camatan, Kabupaten dan

‘Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini gdalah untuk memberikan

n prioritas Pembangunan

entang petunjuk tekms _

penggunaan Dana Desa adalah sebagau upaya percepatan pencapaian

Prioritas penggunaan Dana Desa disusun berd hsarkan prinsip :

kemanusiaan;

a
b. keadilan;

C. _'k'ebhin'ekaan;
d. keseimbangan alam;
e. kebijakan strategis nasional

Desa; dan

BAB Il
RUANG LINGKUP
Pasal 3

“berbasis

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu

kewenangan

. Petunjuk teknis pelaksanaan penggunaan Darla Desa Tahun 2023.

Kepala Kaban Kabag . { |Asisten] Sekda

Wakil
. Bupati

DPMD Kangan | Hukum

{

v | &




(1)

(2)

(4)

(1)

Penggunaan Dana Desa

Pasal 4

Pemerintah Desa wajib menganggarkan dah melaksanakan kegiatan

prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk:

a.

b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan h

program perlindungan sosial berupa BLT Desa;

bwani; dan

c. kegiatan pe_n'anganan pandemi Corona Virus Diesease 2019 (COVID-

19) di Desa

Besaran Dana Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} sesuai
mengehai rincian APBN Tahun Angaran 2023.
Penggunaan Dana Desa diurus oleh Desa berd

Penggunaan Dana Desa

dengan Peraturan Presiden -

hsarkan kewenangan Desa.

sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diprioritaskan untuk program dan/atau kégiatan percepatan pencapaian

SDGs Desa melalui:

pemulihan ekonomi nasional sesuai kewe

program prioritas nasional sesuai kewenal
c. mitigasi dan penanganan bencana al

kewenangan desa |

Pasal 5

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan
kéwenangan Desa sebagaimana dimaksud dal:

diarahkan untuk :

pendirian, pengembangan, dan peningk;

a.
badan usaha milik Desa/badan usaha mi
b. pengembangan usaha ekonomi produkti

oleh badan usaha milik Desa/badan usaH
c. pengembangan Desa wisata.
Penggunaan Dana Desa untuk program
kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalj
meliputi :

a. perbaikan dan kon'solidasi. data - SD(

nangan Desa;
pigan Desa; dan

am dan nonalam sesuai

ekonomi nasional sesuai

un Pasal 4 ayat (4) huruf a

atan kapasitas péngelolaan \
lik Desa bersama;

- yang diutamakan dikelola

a milik Desa bersama; dan

prioritas nasional sesuai

m Pasal 4 ayat (4) huruf b

3s Desa dan pendataan'

perkembangan desa melalui indeks desa ﬁnembangun;
b. . ketahanan pangan nabati dan hewani;
c. pencegahan dan penurunan stunting;
Kepala Kaban Kabag Asisten [ _Sekda Wakil
DPMD Keugngan | . Hukum Bupati
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d. peningkatan_ kualitas sumber daya manuéJa warga desa;
e. p.eningkatka'n keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam
pembangunan dan pemberdayaan masyargkat Desa;
_ f.-'. perluasan akses layan_a'n kesehatan sesua] kewenangan Desa,;
g. .- dana dperasional pemerintah Desa paling banyak 3 % (tiga persen)
. dari pagti Dana Desa setiap Desa; | |
h penanggulangan kemiskinan terutama kethiskinan ekstrem; dan
i. Bantuén Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan
penghapusan kemiskinan ekstrem. | |
(3) Peng_guﬁaan Dana Desa untuk mitigasi dan pfnanganan Bencana Alam
dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c meliputi :
a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam.
(4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebaggimana dimaksud pada
ayat (2) huruf h dilaksanakan sesuar dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penetapan Prioritas Penggunaan Ibana Desa

| Pasal 6

(1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati
melalui Musyawarah Desa.

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pdgda ayat (1} menghasilkan
kesepakatan mengenai Prioritas = Penggunpan Dana Desa yang
dituangkan dalam berita acara.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman
Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur
mengenai RKPDesa. -

(4) Dalam penetapan Prioritais Penggunaan DDana Desa sebagaimana
dimaksud pada  ayat (1) dilaksanakan mengikuti  tahapan
perencanaan pembangunan Desa sesuai derlgan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat|Desa.

Pasal 7
Kepala Kapan Kabag Asisten [ Sekda Wakil
DPMB Keufgigan | Hukum 7 Bupati
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(1)

)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (4) dilakukan melalui swakelola
sumber daya lokal Desa.

Swakelola dimaksud
menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.

sebagaimana pada

dengan mendayagunakan

ayat (1) diutameakan

Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimjana dimaksud pada ayat

(2) dialokasikan untuk upah pekerja paling

sedikit 50% (lima puluh

persen)dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Oesa.

Dana Desa yang digunakan untuk mendanai

pengembangan kapasitas

warga desa dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Desa atau

kerjasama antar Desa. -

kerija sama antar-Desa  sebagaimana

dimaksud pada ayat (4)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Pelaksanaan program dan/atau kegiatan mela
dimaksud dalam Pasal 7 ayat {1) dapat dilak

sama antar desa dan/atau kerja sama dg

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan pery
Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama ants
untuk melaksanakan programdan/atau ke
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dila

ketentuan peraturan perundéng—undangan.

Pasal 9
Masyarakat Desa berpartisipasi dalam peneta
Dana Desa. _
Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana

{1) dilakukan dengan cara:

a. terlibat aktif dalam setiaptahapan
Penggunaan Dana Desa;
b. menyampaikan usulan program dan/atau

ui swakelola sebagaimana
hkan dengan cara kerja
sa dengan pihak ketiga
ndang-undangan.

ra desa dengan kelurahan
E_;iatan melalui swakelola

zsanakan sesuai dengan

pan Prioritas Penggunaan
dimaksud pada ayat
Prioritas

penyusunan

kegiatan;

c. memastikan Prioritas Penggunaan Danja Desa ditetapkan dalam

dokumen RKP Desa dan APB Desa; atau

terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioriths Penggunaan Dana Desa.

ban
Keffangan

Kepala
DPMD

Kabag
Hykum

Asisten]

Sekda Wakil

Bupati

@_F _
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(3)

(1

(3)

(1)

@)

(3)

o

(2)

(3)

~Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaiman

- disusun berdasarkan:

Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 10

- Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam

Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagign dari RKPDesa.

h dimaksud pada ayat (1)

a. rekomendasi hés.il:perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa;

b.

desa melalui indeks desa membangun; dan

c. aspirasi masyarakat Desa.

rekomendasi hasil perbaikan dan konsqlidasi data perkembangan

RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaar] Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalan penyusunan APBDesa.

Bagian Ketiga

- Publikasi dan Pelaporan .

Paragraf 1
Publikasi
Pasal 11
Pemerintah Desa wajib mempublikasika
Penggunaan Dana Desa.
a.. hasil Musyawarah Desa;dan
RPJM Desa, dokumen RKP Desa,
Desa, dan dokumen APBDesa. -
Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud p

sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan

| | Pasal 12
Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pas
publik yang mudah diakses oleh ma;syarakat D
Publikasi penetapan PrioritasPenggunaan Daj
swakelola dan bartisipatif. |
Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempubﬁkz

Penggunaan Dana Desa diruang publik seb4

n penetapan Prioritas

terdiri atas;

data Desa, peta potensi dan sumber daya 'pe'mbangunan, dokumen
Prigritas

Penggunaan Dana

ada ayat (2) huruf b paling

, dan besaran anggaran

al 11 dilakukan diruang
£sa. |

la Desa dilakukan secara

)sikan penetapan Prioritas

aimana dimaksud pada

" Kepala Kiban . Kabag
. DPMD Ketjangan | Hukum -

Asisten] |- Sekda Wakil

o [ [

. .f | /9 Bupati




(2)

(3)

(4)

- (5)

(1)

(2)

(3)

ayat (1) Badan PermusyawaratanféDesa menyam_paikan teguran lisan

dan/atau tertulis.
| Paragraf 2
Pelapbran
Pasal 13

Kepala Desa menyampaikan lap__Ofan penetdpan Pfioritas Penggunaan

Dana Desa kepada Bupati melalui Camat.
Kepala Desa menyampaikan laporan penetgpan Prioritas Penggunaan
Dana Desa kepada Menteri.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)[disampaikan dalam bentuk
dokumen digital. menggunakan Si_étem informpasi Desa yang disediakan
oleh Kementerian. | B
Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat
disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat
menyampaikan laporan Prioritas Penggunaai Dana Desa secara offline
dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Prpfesional

Penyampaian laporan sebagaimarié dimaksufl pada ayat(l) dan ayat(2)
paling lama 1 {satu) bulan setelah RKP Desa d1 tétapkan.

Bagian Keempat

Pembinaan

| Pasal 14
Bupati melakukan pembinaan m_elalui sosialisasi, pemantauan, dan
evaluasi Prioritas 'Penggunaah' Dana | Desa sesuai dengan

kewenangannya. -

Pembinaan sebégaimana dimaksud pada aypt (1) dapat dilimpahkan

kepada Perangkat Daerah dan/atau Camat.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tenaga
Pendamping Profesional dan pihak ketiga sqsuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

_BAB_V o
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA PESA TAHUN 2023
Pasal 15

~ Kepala Kahan Kabag Asisten 1 Sekda Wakil
DPMD Keugapan Hukum Bupati
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(lj - Petunjuk teknis penggunaan dana desa Tahﬁn 2023 sebagaimana
. dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) dimaksydkan untuk memberikan
arahan dalam pelaksanaan prioritas penggiinaan dana desa Tahun

- 2023. PR
(2) Petunjuk teknis pelaksanaan ‘penggunaan Dana Desa Tahun 2023
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan

ke merupakan bagian yang tidak te_rpisé.hkan dar] Peraturan Bupati ini.

.- BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
_ Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agér setiép orang menget_ahuinya, memerintahkarn pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dgerah Kabupaten Gorontalo |

Utara.

Ditetapkan di Kwandang

pada tanggal ¢/ Desember 2022
/OEUPATI GORONTALO UTARA,

THARIQ MODANGGU

Diundangkan di Kwandang
pada tangfal 27 Desember 2022 |
BUPATEN GORONTALO UTARA,

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2022 NOMOR 5 f&

Kepala Kghan . Kabag Asisten [ Sekda Wakil
DPMD | Kedhangan | Hukum ” Bupati
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO UTAR/
NOMOR 20 TAHUN 2022

TANGGAL :1F DESeMBECTAHUN 2022
: PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023

PERIHAL

PETUNJUK TEKNIS

PENGGUNAAN DANA DESA!
“TAHUN 2023 DI KABUPATEN GORONT
BAB1
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 6 Tahun |

memandatkan bahwa Desa berwenang

mengurus urusan pemerintahan dan
Karenanya | Desa juga berwenang unti
prioritas penggunaan Dana Desa. ,
Selama tahun 2020 sampai tahun

penggunaan Dana Desa adalah untuk

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

berbagai sendi kehidupan masyarak

ekonomi, kesejahteraan masyarakat mg

menimbulkan korban jiwa, dan ker

dengan berjalannya waktu, pandemi|

2019 (COVID-19} semakin terkendali
terhadap perubahah arah kebijakan J
Penggunaan Dana Desa tahun 2023
pemulihan ekonom’i, peningkatan sumi
percepatan penghapusan kemiskinan
memperhatikan permasalahan yang mg
penanganaii stunting, pelaksanaan psg
pengemban_gan ekonomi Desa serta, pel
dan nonalam yang sesuai kewenangan I
Tujuan | o

Membenkan arah Prioritas Penggunaan

untuk pemuhhan ekonomi nasmnal prd

\LO UTARA

2014

untuk mengatur dan

tentang Desa,

eperitingan masyarakat.

1k mengatur penetapan

2022 fokus terbesar
menanggulangi wabah
vang berdampak kepada
at baik aspek sosial,
L_upiln budaya dan telah
1gian material. Seiring
Corona Virus Disease
sehingga berimplikasi
penggunaan Dana Desa.
lebih difokuskan untuk
ber daya manusia dan
ekstrem dengan tetap
rsih mengemuka seperti
dat karya tunai Desa,
nanganan bencana alam

besa.

Dana Desa Tahun 2023

pgram prioritas nasional,

Kahan
Ketllfmgan

o3
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Kabag
Hukum

Sekda Wakil
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dan mifigasi dan pehanganan bencana dlam dan nonalam untuk
- mendukung pencapaianSDGs Desa.
Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:
1. Kemaniisiaan adalah -pengut'amaan hak dasar, harkat dan
martabat manusia; | | '
2. _Keadil_an' adé.lah pengutamaan |pemenuhan hak dan
kepenti.ﬁgan seluruh warga Desa tajpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan - adalah pengakuan dan penghormatan
| .terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal
sebagai .pembentuk kesalehan sosigl berdasarkan nilai-nilai
kemanu'siaan'universal; L | |
4, Keseimbangah' alam adalah pengutamaan perawatan bum.i
‘yang lestariuntuk keberlanjutan kehidﬁpan manusia,
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa
' sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah
tahun 2023 dengan tetap memperhétikan kewenangan Desa;
6. Sesuai dengan kondisi obyektif Desh adalah suatu keadaan
yang éébenarnya berdasarkan datd dan informasi faktual,
tanpa dipengar_uhi- pendapat atau [pandangan pribadi dan

terlepas dari persepsi emosi, atau inlajinasi.

Kepala Kahan Kahag Asisten | Sekda Wakil
DPMD Keugygan | Hukum Bupati
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BAB 11

PRIORITAS PENGGUNAAN DA

SDGs Desa |
Undang-Undang Nomor ©6 Tahun 20
selanjutnya disebut Undang-Undang De
tujuan pembangunan Desa adalah men
dan kualitas |}
penanggulangan kemiskinan melalui
d4g
lok

sumber dayaalam dan lingkungan secj

masyarakat Desa

dasar, pembangunan sarana

pengembangan potensi ekonomi
dimaksud dengan berkelanjutan adal
untuk pemenuhan kebutuhan saat
mengorbankan pemenuhan kebutuhan
depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan ps
dimandatkan oleh Undang-Undang D
Dana Desa diprioritaskan untuk mgq
tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tuj
berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelapaj

SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskin

SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.

Desa ekonomi tumbuh merata
SDGS Desa 8: pertumbnhan ekonorn
SDGs Desa 9: infrastruktur dan ing
kebutuhan;

SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjar
SDGs Desa 12: konsumsi dan prod
lingkungan.

Desa peduli kesehatan

SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejal
SDGs Desa 6: Desa layak air bersib
SDGs Desa 11: kawasan permukim
nyaman.

Desa peduli lingkungan

SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih
SDGs Desa 13: Desa tanggap peru

NA DESA

4 tentang Desa yang
sa memandatkan bahwa
ingkatkan kesejahteraan
ridup manusia serta
pemenuhan kebutuhan
iod
218

hra berkelanjutan. Yang

prasarana Desa,

serta pemanfaatan

nh pembangunan Desa
dilakukan tanpa

generasi Desa di masa

ini

mbangunan Desa yang
esa, maka penggunaan
rwujudkan 8 (delapan)

uan SDGs Desa sebagai

an

an; dan

=

ni Desa merata;

vasi Desa sesuai

1gan; dan

wksi Desa sadar

jtera,
dan sanitasi; dan

hn Desa aman dan

| dan terbarukan;
bahan iklim;

Kepala Kaban Al
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Hukum
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SDGs Desa 14: Desa peduli lingkun;
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkun

5. Desa peduli pendidikan
'SDGs Desa 4: pendidikan Desa ber
6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5: keterlibatan ‘perempu
7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pe
8. Desa tanggap budaya

SDGs Desa 16: Desa damai berkead
SDGs Desa 18: kelembagaan desa d
adaptif.

Upaya pencapajan' SDGs Desa dalag
Pandemi COVID- 19 tidak mudah, kare:
Desa 2023 diprioritaskan untuk msg
mendukung pencapaian SDGs Desa
kegiatan pemulihan ekonomi nasioj
nasional, dan mitigasi dan penangar]

nonalam.

Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Ke
Pricritas Penggunaan Dana Desa unt
nasional sesuai kewenangan Desa melip

1. dan

Pendirian, pengembangan,
pengelolaan badan wusaha milik D)
Desa bersama, mencakup:
a. pendirian badan usaha milik
usaha milik Desa bersama;

penyertaan modal badan usahj
badan usaha milik Desa bersan
pengembangan usaha dan/at|
usaha milik Desa dan/atau b
bersama yang difokuskan kep
rengembangan produk unggulas

unggulan kawasan perdesaan, 4

1) pengelolaan hutan Desa;
2) pengelolaan hutan adat;
3) pengelolaan air minum;

ban laut; dan

gan darat.
knalitas.
an Desa.

embangunan Desa.

lilan; dan

linamis dan budaya desa

m situasi dan kondisi
na itu penggunaan Dana
mbiayai kegiatan yang.
yang berkaitan dengan
hal, program prioritas

lan bencana alam dan

wenangan Desa

uk pemulihan ekonomi
uti:

peningkatan Lkapasitas

esa/badan usaha milik
Desa dan/atau hadan

1 milik Desa dan/atau
1a; dan

au  unit usaha badan
adan usaha milik Desa
)ada pembentukan dan
1 Desa dan/atau produk

ntara lain:

Kepala
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Pengembangan usaha .ekonomi pro
dikelola badan usaha milik Desa/l
bersama meliputi:

a.

Pengembangan Desa wisata meliputy:

4) pengembangan produk 1
-dan/ataupeternakan; |
5) pengembangan produk
pengasapan, penggaraman
lain);
6) Pengembangan pemasaran ¢
7) Pengelolaan sampah.
kegiatan 1ainnya untuk
pengembangan, dan peningkata
badan usaha milik Desa dan/al
Desa bersama sesuai dengan

diputuskan dalam Musyawarah

bidang pertanian, perkebunan
perikanan yang difokuskan p
pengembangan produk ungg
perdesaan;
bidang jasa, usaha industri k
rumahan vang difokuskan key
pengembangan prbduk ungg
perdesaan;

bidang sarana dan prasarai

unggulan Desa dan/atau perdes

)ertanian, perkebunan,

perikanan (pembenihan,

, perebusan dan lain-

lan distribusi produk; dan

lewujudkan pendirian,
n kapasitas pengelolaan
tau badan usaha milik
kewenangan Desa dan
Desa.

duktif yang diutamakan

adan usaha milik Desa

, peternmakan dan/atau
ada pembentukan dan
ulan Desa dan/atau
recil, dan/atau industri
ada pembentukan dan
ulan Desa dan/atau
1a pemasaran produk

aan,

pemanfaatan potensi wilayah Jhutan dan optimalisasi

perhutanan sosial;

pengelolaari hutan yang menjg

reforma agraria untuk p
masyarakat;
pemanfaatan teknologi tepat

lingkungan dan berkelanjutan;
kegiatan lainnya untuk mew
usaha ekonomi produktif yang ¢
badan wusaha milik Desa/bac
bersama - sesuai dengan ke

diputuskan dalam Musyawarah

di sumber tanah objek
rogram  kesejahteraan

guna yang ramah
lan

judkan pengembangan
liutamakan dikelola oleh
lan wusaha milik Desa
wenangan Desa dan

Desa.
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™ e a0

Program- Prioritas Nasional Sesuai Kewer

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk

Sésuaikewenangan Desa meliputi:

1. Perbaikan dan konsolidasi data SD
pendataan perkembangan desa
mémbangun': | ' |

a.

s

S S -V

2. penguatari ketaharian péngan nabat

pemeliharaan sarana dan prasat
‘dan/atau kios cenderamata;
promosi Desa wisata diutamakﬁ
‘dan berbasis digital;
pelatihan pengelolaan Desa wisg

- pengembangan Desa wisata |

‘Desa.

- pendataan _kesenian “dan by

pengadaan prasarana dan sarj

‘meliputi:

'2)  komputer;

pengadaan, pembangunan,

pergola, gazebo, pondok v

pengembangan investasi desa wi

pengembangan kerja sama anta

pemanfaatan dan
ana Desa wisata seperti -

visata . atau homestay,
in melalui gelar budaya

ta;
sata
- desa wisata; dan

ainnya sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah

pendataan potensi dan sumber
pendataan pada tingkat rukun f

pendataan pada tingkat keluarg

.~ pendataan warga pekerja migrar;

pemutakhiran data Desa termaﬁ
kelenibagaan adat;
untuk mem

data SDGs O

perkerribangan desa melalui in

dan komunikasi

konsolidasi
1) tower untuk jaringan internt
3) smartphone; dan

4)

pendataan Desa

langganan internet.

lainnya

Desa.

yang
‘kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah - |

langan Desa

(Gs Desa dan

melalui indeks desa

Haya pembangunan Desa;
etangga,

R

uk data kemiskiﬁan;
idaya lokal termasuk
hna teknologi informasi
injang perbaikan dan
dan

esa pendataan

deks desa membangun

o

sesuai dengan

i dan hewani;

ban
Keplangan

Kepala
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Kabag A4
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P Bupati
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. peng.embangan jaringan pemas

pengembangan usaha

perhutanan, petemak@ dan/ ats

1)

pengadaan bibit atau benih;

|pertanian, perkebunan,

u perikanan:

2) pemanfaatan lahan untuk Hebun bibit atau benih;

3) pelatihan budidaya  peftanian, perkebunan,
perhutanan, peternakan, danp/atau perikanan;

4) pengembangan pakan ternak alternatif;

5) pengembangan sentra pertanian, perkebunan,
perhutanan, peternakan, | dan/atau perikanan
terpadu;

6] pembukaan lahan pertaniarn/perkebunan;

7} pembangunan dan/ atau nofmalisasi jaringan irigasi;

8) ,pembangunan, peningkatgqn, dan pemelillaraan
jalan usahatani;

9) pembangunan kolam,;

10} - pembangunan kandang komiunal;

11} pengadaan alat produksi [pertanian, perkebunan,
perhutanan, peternakan danh/atau perikanaﬁ;

12) pengembangan wusaha pertanian, perkebunan,
perhutanan, peternakan | dan/atau  perikanan

lainnya sesuai kewenangan
Pembangunan dan pengelolaan

1)

Pembangunan lumbung panr

2) Pembangunan dan pemg
pendukung lumbung pan
akses jalan, tembokpenahg

3) Pembangunan prasarana peg

pengolahan pasca panen;
1) pengadéan alat teknologi
pasca panen; ‘

2) pelatihan péngeloléan hasil

pengembangan pertanian keluaj

desa.

lumbung pangan Desa:
pgan Desa;

cliharaan  infrastruktur
ban  desa antara lain
n tanah, jaringan air;

masaran produk pangan,;
tepat guna pengolahan

panen;

rga, pekarangan pangan

lestari, hidroponik, atau bioponik.

perkébunan, perhutanan,
perikanan;
pengembangan wusaha/unit usg

Desa/badan usaha milik Desa

aran produk pertanian,

peternakan dan/atau

ha badan usaha milik

bersama yang bergerak

Kaban A

Keugngan
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Pencegahan dan penurunan stuntin
Tindakan promotif dan preventif 1
penurunan stunting melalui:
a.
b.

7 ®

- pendidikan tentang pengasuhan

di bidang pangan nabati dan/ptau hewani, termasuk

namun tidak terbatas pada
modal; dan

penguatan ketahanan pangan

penguatan/penyertaan

lainnya yang sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam

Musyawarah Desa.

s di Desa:

intuk pencegahan dan

pelatihan kesehatan ibu dan an:&k;

penyuluhan dan konseling gizi,

air susu ibu eksklusif,

dan makanan pendamping air syisu ibu;

pemberian makanan tambahan

yang beragam, bergizi,

seimbang, dan aman dan berbasgis potensi sumber daya

lokal bagi anak usiadi bawah 5 (]
pengadaan, tikar pertumbuhan
untuk bayi) sebagai media detek

penyediaan air bersih dan sanitg

perlindungan sesial untuk peningkatan akses

hamil dan menyusui serta ba

kesehatan;

upaya pencegahan perkawinan
pendayagunaan lahan pekarang
kas Desa untuk pembangunan
kebun dalam rangka penyediaaj
dan bergizi untuk ibu hamil, balif
peningkatan Lkapasitas bagi
manusia, kader posyandu darn

anak usia dini;

ima) tahun;

(alat ukur tinggi badan
51 dini stunting;

si;

ibu

lita terhadap jaminan

analk;
ini; |
hn keluarga dan tanah
kandang, kolam dan
n makanan yang sehat
a dan anak sekolah;

kader pembangunan
pendidik pendidikan

pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia,

kader posyandu, dan kader ke

menjadi kewenangan Desa;

psehatan lainnya yang

kegiatan pencegahan dan penu}unan stunting lainnya

sesuai dengan kewenangan Desal

Musyawarah Desa.

dan diputuskan dalam

Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa:

a.

pengadaan, pembangunan,

pengembangan dan

Kaban
Keujnpan
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Peningkatkan keterlibatan masyaral

pemeliharaan sarana atau p1

desa/taman bacaan masyarakaf

buku dan bahan bacaan lainnyp;

pengadaan, pembangunan,

asarana perpustakaan

, termasuk pengadaan

pengembangan dan

pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak

usia dini,
wahana permainan;

pengadaan, pembangunan,

termmasuk buku, jperalatan belajar dan

pengembangan dan

pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar

keagamaan;

pengadaan, pembangunan,

pengembangan dan

pemeliharaan sarana atau prasarana olah raga, adat,

atau budaya;

bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia

dini/taman kanak-kanak/tama

taman belgjar anak, dan pu

n belajar keagamaan,

Isat kegiatan belajar

masyarakat;

bantuan biaya operasiorial penyelenggaraan
perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat,
pendidikan anak usia dini,| dan taman Dbelajar

keagamaan; dan

peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa

lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan

diputuskan dalam Musyawarah I

Desa.

rat secara menyeluruh

dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa:

a.

kegiatan pelayanan dasar untuk LL:elon1po1<: marginal dan

rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku

dan masyarakat adat terpencil, ;Lenghayat kepercayaan,

warga difabel,

kelompok rentan lainnya;

penyelenggaraan forum wargq

kelompok magyarakat miskin,

dan

untuk penyusunan

usulan kelompok marginal dan r¢gntan yaitu perempuan,

anak, warga lanjut usia, suku

penghayat
kelompok masyaraka_t miskin,

terpencil,

lainnya;

pemberian bantuan hukum un

kepercayaan,

dan masyarakat adat
difabel,

dan kelompok rentan

warga

ﬁuk kelompok marginal

Il
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Perluasan akses layanan kesehatan

a.

‘dan rentan yaitu: perempuan; g
" suku dan masyarakat

| membentukkesalehan sosial di |

- pendataan penduduk rentan (

menyeluruh lainnya sesuai des

| 2) -pencega_han penyakit

adat

miskin, dan kelompok rentan la

penguatan nilai keagamaan da

kebutuhan khusus, difabel,
perempuan, dan sebagainya) sel
program/kegiatan pembang]
pemberdayaan masyarakat Desg
komur

pelatihan,  sosialisasi,

edukasi tentang pancegahs
kekerasan pada perempuan dan
pidana perdagangan orang; dan

kegiatan peningkatkan keterlibg
dan diputuskan dalam Musyaws
optimalisasi  pelaksanaan
kesehatan nasional ;

1) sosialisasi dam promosi

inak, warga lanjut usia,

penghayat
kelompok masyarakat

terpencil,

innya;

n kearifan lokal untuk
Desa; |
misalnya anak dengan
kepala rumah tangga
pagai dasar pelaksanaan
unan Desa dan
yang bersifat afirmatif;
“dan

ikasi, informasi

n dan  penanganan

anak, termasuk tindak
itan masyarakat secara
1gan kewenangan Desa
irah Desa
program

jaminan

kebijakan pelaksanaan

program jaminan kesehatan mnasional melalui

komunikasi, informasi dan edukasi;

2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan

nasional; dan

3] kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan

kesehatan mnasional lainny
kewenangan Desa dan

Musyawarah Desa.

A yang sesual deng:an

diputuskan dalam

penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya:

1} kampanye dan promosi perjilaku hidup bersih dan

sehat, dankonsumsi gizi seiftnbang;

se

perti  diare, penjrakit

menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosi_s,

hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, Corona

 Virus Disease 2019 (COVID-19),

. lainnya;

dan pehyakit

Kepala Kpban
DPMD Keydngan | Hukum
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Wakil
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3)
4
5)

6)

penyediaan media komu
edukasi penyakit menular;
pemberian bantuan mak
pasien penyakit menular;
kader  kesehd

kewenangan Desa;dan

pelatihan

kegiatan penanggulangan

penyakit lainnya yang sesy

Desa dan diputuskan dalam)

nikasi informasi dan

anan tambahan bagi

itan sesuai dengan
penyakit menular dah
lai dengan kewenangan

Musyawarah Desa

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika :

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

. pengembangan pelayanan kese

Desa :

1)

2)

kegiatan keagamaan
penyalahgunaannarkotika;
penyuluhan,sosialisasi, atau
bahayanarkoba;

. festival

pagelaran, seni,

pencegahan penyalahgunaan

olahraga atau aktivitas s¢hat untuk

penyalahgunaan narkotika;

untuk pencegahan

seminar tentang

dan budaya untuk

narkotika;

pelatihan relawan atau pegiatan anti narkoba;

penyebaran infqrmasi untuk pencegahan
penyalahgunaan narkotika] melalui pencetakan
banner, spanduk, baVIjho, poster, atau
brosur/ leaflet;

kegiatan lainnya dalam rdgngka pencegahan dan

pemberantasan penyalahgynaan dan peredaran

gelap narkotika dan prelursor narkotika yang

sesuai dengan kewenangan

dalam Musyawarah Desa

pengadaan pembangunan,

Desa dan diputuskan

pengembangan, dan

pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa,

pondokkesehatan Desa, pos
pos pembinaan terpadu;

bantuan operasional untuk

pelayanan terpadu, dan

akses layanan dokter,

perawat, bidan dan tenaga rhedis lainnya bagi Desa

yang belum memiliki akses 1

Ayanan kesehatan; dan

Kaban
Keugngan

Kepala Kabag
DPMD Hukum
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Dana operaSional Pemerinté.h Desa {
Desa.
Dana
koordinasi, penanggulangan kerawe
pengamanan, dan Lkegiatan kh
mendukung pelaksanaan? tugas |
diberikan seﬁap bulan. |

a.

kegiatan koordinasi yang dilal

‘rangka

‘biaya pénanggulangan kerawal
- dapat digunakan untuk mem
‘rangka pencegahan dan pena

- sosial

3) insentif untuk kader keseha

yang dengan kewenangan Desa

Musyawarah Desa

operasional Pemerintah

biaya koordinasi dapat diguns
Pemerintah, Pemerintah Daerah

kehs

serta kegiatan 14

membahgun
koordinasi

pelaksanaan tugas Pemerintah I

vang dise
kemiskinan /kesusahan/musibal
konflik

warga/masyarakat

fbencana
dibe
barang/benda berdasarkan h;

sosial,

yang

musyawarah desa; dan

!

-

tan ‘masyarakat;

'kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya

dan diputuskan dalém
ebesar 3% dari Pagu Dana
Desa meliputi biaya
nan sosial masyarakat,
untuk

usus lainnya

Pemerintah Desa yang

tkan untuk membiayai
ukan bersama dengan

, Pemerintah Desa lain,

masyarakat dan/atau kelomppk masyarakat dalam

rmonisan hubungén
in - yang mendukung
Desa; ‘
nan sosial mrasyarakat
biayai kegiatan dalam
hggulangan kerawanan
tbabkan
1, keterbatasan dana,
yang
rikan dalam bentuk

karena
menimpa

nsil kesepakan dalam

biaya kegiatan khusus laianya dapat digunakan untuk

membiayai kegiatan promosi,
untuk masyarakat yang berpres

sosial, seni, budaya, keagan

protokoler, pemberian
tasi, kegiatan olahraga,

1aarn, penguatan rasa

kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi

kepada orang dan/atau masys

tugas Pemerintah Desa diluar

rakat yang membantu

kegiatan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan hutuf b;

Kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada huruf c,

adalah seperti Pengadaan pakaign Adat Kepala Desa;

Kepala ban Kabag As
DPMD Keflangan |  Huokum

sten | Sekda

Wakil
Bupati
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Kegiatan keagamaan sebagaij

e.
huruf c, adalah ‘seperti kegiatg
Keagamaan; '
f: XKegiatan penguatan rasa keb

sebagaimanét dimaksud pada ]

kegiatan Pelaksanaan Peringataj
penanggulangan kemiskiﬂan terut]
melalui:
a. penurunan beban pengeluaran
 bantuan sosial dan jaminan
miskin;

| ‘mendapatkan jaminan sosial

usia lanjut; dan

dan pemerintah daerahi.

‘usaha mikro kecil dan me
ekonomi lokal, dan penyediaan 3
penyediaan lapangan pekerjaan
Karya Tunai Desa. '
meminimalkan wilayah kantos
mendekatkan akses layanan

kewenangan Desa

membangun/mengembangkan j
pendid;

pos kesehatan desa,

| meningkatkén konektivitas ant

lain membangun jalan Desa,

- kewenangan Desa.

rumah 1ayak' huni dan sehat u

warga miskin ekstrem.

Bantuan sebagaimana

material/bahan - bangunan
kerja). Pembangunan,

dikerjakan secara gotong royo

n
bantuan rumah layak huni dan séj

peningkatan pendapatan antjjra.

Bantuan pembangunan, perbal

dimaks
(bukan|
perbaikar

mana dimaksud pada

n peringatan Hari Besar

angsaan dan kesatuan
wuruf ¢, adalah seperti -

1 hari Besar Nasional;

ama kemiskinan ekstrem

antara lain pemberian
sosial bagi masyarakat

difabel yang belum

lain pemberdayaan
lengah, pengembangan
nkses pekerjaan.

termasuk melalui Padat

g  kemiskinan dengan
dasar yang sesual
antara lain
pos pelayanan terpadu,
kan anak usia dini,
larwilayah Desa antara
dan jembatan sesuai
ikan, atan rehabilitasi

htuk warga miskin dan

ud dalam
untuk upah tenaga

rehabilitasi

bentuk
1, atau

Pemilihan penerima

)at untuk warga miskin

dan warga miskin ekstrem ditentukajn dengan kriteria :

a.

bertempat tinggal di wilayah Desq

b. diputuskan melalui Musyawarah

Ly

Desa;

' Kabag
* Hukum
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- 10.

~bulan pertama

-diantaranya:

T

m moeopop

diberikan bantuan

ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
maksirpal

Rp10.000.000,00

_(sepli_luh juta rupiah} dalam bentuk material/bahan

‘bangunan.

Bantuan  Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung

percepatan penghapusan kemiskinarn ekstrem:

Pemberian Bantuan Langsung Thnai Dana Desa bagi

keluarga miskin ekstrem merupakah amanat dari Instruksi

Presiden Nomor 4 Tahun 2022

'_Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

untuk meningkatkan pendapatan

tentang Percepatan

Pemberian Bantuan

‘Langsung Tunai Dana Desa tersgbut merupakan upaya

eluarga miskin ekstrem

di Desa. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang

diberikan. kepada keluarga miskin ekstrem berdasarkan

peraturan perundang- unaangan ang' ‘berlaku. Bantuan

(persen) dari total pagu Dana Desa
Kriteria penerima Bantuan  Langs
adalah sebagai berikut:
a. keluarga miskin yang berdomisili

dandiutamakan untuk keluarga n
b.keluarga yang terdapat anggot

menahun/kronis;

usig;dan/ataua

d. keluarga yang terdapat anggota kg

 Langsung Tunai Dana Desa dialdkasikan maksimal 25%

tiap Desa.

ung Tunai Dana Desa

di Desa bersangkutan,
iskin ekstrem;

a keluarga rentan sakit

¢. keluarga dengan anggota rumall tangga tunggal lanjut

luarga difabel.

Kelembagaan Dinamis dan Budaya Desa Adaptif, untuk

sélnpai dengan

berdasarkan  penetapan  dalam

Insentif Imam desa Rp. 300.000;

Insentif Guru Minggu Rp. 300.000;
Insentif Pendeta Rp. 300.000;

Insentif Pemangku Adat Rp. 250.000}
Insentif Guru Taman Pengajian Al-Qfiran Rp. 350.000

bulan kedua belas

musyawarah  desa,

Insentif Kader Pemberdayaan Masyafakat Desa Rp. 200.000;

Insentif Kader Pembangunan Manns{a Maksimal Rp. 1.000.000; |
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Mitigasi
dengan kewenangan Desa Prioritas Peng
digunakan untuk mitigasi dan penanganan b
meliputi:

1.

m.

n.

Mitigasi dan penanganan bencana 4

Pengadaan,
pemeliharaan sarana prasarana ps
alam dan/atau kejadian luar biasa

da.

2

S @ omoe oD

Mitigasi dan penanganan bencana 1

©a.

| Insentif Kader Kesehatan Rp. 300.000;

Insentif Guru Paud minimal Rp. 600.
Insentif LPM Rp. 50.000;
Insentif Pustaka Desa Rp. 200.000;

Insentif Operator Sistem Informasi D

Biaya Penyelenggaraaan Musyawaral

Biaya Penyelenggaraan PKK.

000, maksimal Rp. 800.000;

psa Rp. 2.000.000;

| Desa,;

dan penanganan bencana alamm dan nonalam sesuai

pembangunan,

pembuatan peta potensi rawan |
alat pemadam api ringan di Des
pertolongan pertama pada kecel
pembangunan jalan evakuasi;
penyediaan penunjuk jalur eval

kegiatan tanggap darurat benca]

penyediaan tempat pengungsiar;

pembersihan lingkungan perum
alam,;

rehabilitasi dan rekonstruksi
yang terkena bencana alam; daj
sarana prasarana untuk mitigs
bencana yang lainnya sesuai d¢

dan diputuskan dalam musyaw:

bencana non alam yang muncul
atau virus bakteri yang berdam

masyarakat Desa seperti Corq

Frunaan Dana Desa dapat

encana alam dan nonalam

lam

pengembangan dan
enanggulangan bencana
lainnya:

bencana di Desa;

a;

akaan untuk bencana;

'uasi;
na alam;

*

ahan yang terkena bencana

lingkungan perumahan
i

1si dan penanggulangan
enigan kewenangan Desa
arah Desa.

jonalam
akibat endemik, wabah,
bak luas bagi kehidupan

na Virus Disease 2019

(COVID-19), malaria, demam berdarah dengue, kolera,

disentri.
bencana non alam yang munc

ternak seperti: penyakit meni

ul terhadap hewan dan
tlar mulut dan kuku,

Kepala Kaban | Kabag Al
DPMD Keffangan Hukuin
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antraks,;
bencana non alam yang mun
produksi rakyat seperti hama we
bencana non alam yang mun

produ_kéirakyat seperti hama we

bencana non alam yang muncul

tul terhadap tanaman
reng, hama belalang;
cul terhadap tanaman
reng, hama belalang;

karena gagal teknologi

dan gagalmodernisasi seperti gagal pengeboran;

Desa Aman COVID

Desa Aman. COVID-19 adalah Kondisi kehidupan Desa

yang tetap produktif di tengsg

dengan kedisiplinan warga

ih Pandemi COVID-19

menerapkan protokol

kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak

fisik, dan ci_lci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Adapun hal yang berkaitan deng
COVID-19, sebagai berikut: |
Penggunaan Dana Desa untuk
Aman COVID-19 antara lain:
1) membentuk pos jaga desa
p'os jaga'.desa yvang telah ads
2) sosialisasi dan edukasi ad
dan penerapan secara ketat
3) pembelian masker, vitamin
satuan tugas Caorona Virus
19) kabupaten/kota bagi ¥
serta kebutuhan laimrmya y
musyawarah Desa khus|
insidental; ‘
4) menyiapkan tempat cuci ts
pembersihtangan (hand san
5) melakukan penyemprotan c;
| keperluan;
6) menyiapkan dan/atau merg
Sewaktli—waktu
dibutuhkan; |

memfasilitasi

agar sial

7) kebutuhan
mampu yang sedang melaksd
di rumah dan/atauruang is;

8) melakukan monitoring dan

{

lan program Desa aman

mendukung aksi Desa

atau memberdayakan
L
aptasi kebiasaan baru
protokol kesehatan;

jan obat sesuai arahan
Disease 2019 (COVID-
varga kurang mampu,
ang diputuskan dalam

s/ musyawarah Desa

ingan dan/atau cairan
itizer);

hiran disinfektan sesuai

'wat ruang isolasi Desa

p digunakan ketika

logistik warga kurang

lanakan isolasi mandiri

plasi Desa;

evaluasi secara rutin

Kepala
DPMD

Kabag Ad
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Sekda Wakil
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9

dan

melaporkannya

kepada

satuan tugas

penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) -

Daerah; dan

Mendukung operasional tugas relawan Desa aman
Corona Virus Disease 2019 {(COVID-19),

" relawan Desa aman Corona Viru

5 Disease 2019 (COVID-

19) Relawan Desa aman Coroha Virus Disease 2019
(COVID-19)dengan struktur sebagai berikut:

1)

2)

3)

4

- 5)

ketua: kepala Desa

wakil: ketua badan permusygwaratan Desa

anggota:
a) perangkat Desa;
b) anggota Badan Permusypwaratan Desa (BPD)
c - kepéla dusun atau yang setar'a;
d} ketua rukun warga;
e)  ketua rukun tetangga;
f) pendamping lokal Desa;
g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
h) pendamping Desa sehat}
i} E pendamping lainya yang berdomisili di Desa;
j) bidan Desa;
k) tokoh agama;
1} tokoh adat;
m) tokoh masyarakat;
n) | karang taruna;
0) pemberdayaan kesejahteraan'keluarga; dan
p} kader pemberdayaan masyarakat desa.
mitra: = |
a}. bhayarigkara pembina Keamanan dan
- ketertiban masyarakat;
b} bintara pembina Desa; dan
c) pendamping Desa.
tugas relawan Desa aman (OVID-19:

a)-

- berdisiplin menjalankan

b}

melakukan edukasi d

adaptasi kebiasaan 1

mendata penduduk ren

tua, balita, serta orang

an sosialisasi téntang
paru di Desa untuk
protokol kesehatan;

tan sakit, seperti orang

yang memiliki penyakit
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A. Kewenangan Desa
1.

menahun, penyakit tetap,

lainnya, serta mendata

dan pehyakit_ kronis
keluarga yang berhak

| mendapat manfaat atas berbagai kebijakan |

d}

g)

h. Pelaksanaan mitigasi dan penj
| dan ._nbnalam dapat mengad
Menteri Desa, Pembangunan
Transmigsasi Nomor 71 Tahun

o Penariganan Benéana di Desa

i. mitigasi dan penanganan benc

lainnya

diputuskan melalui musyawaral

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNA

Prioritas Penggunaan Dana Desa

terkait jaring

pengamanan

sosial dari

Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang

telah maupun yang bely
melakukan penyemprc
diperlukan, menyediaka
dan/atau
sanitizer) di tempat umu
menyiapkan dany/atau
Desa agar sewaktu-w
ketika dibutuhkarl
menyediakan a_lat keseh|
peﬂindungan,' serta
wabah dan penularan
2019 (COVID-19); |
memfasilitasi kebutuhsg
kurang mainfju yang
isolasi mandiri di ruy
isolasi Desa; dan
menyediakan informasi
penanganan Corona

(COVID-19) seperti nom

rujukan, nomor telepon

sesuai dengan ke

BAB III

cairan pembersih tangan

m menerima; dan

itan  disinfektan jika
n fempat cuci tangan
(hand
m.

merawat ruang isolasi
aktu siap digunakan
atan untuk deteksi dini,
pencegahanpenyebaran

Corona Virus Disease

in logistik bagi warga
sedang melaksanakan

mah dan/atau ruang

penting terkait dengan
12019
jor telepon rumah sakit

Virus Disease
ambulan, dan lain-lain.
anganan bencana alam
u kepada Keputusan
Paerah Tertinggal, dan
2021 tentang Panduan

hna alam dan nonalam

venangan Desa dan

1 Desa.

AN DANA DESA

dilakukan berdasarkan
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B.

C.

Swakelola
1.

Padat Karya Tunai Desa
1.

"asal-usul dan kewenangan lokal

‘Desa sesuai dengan ketentuan

- pekerja

peraturan Desa yang mengatur menggenai kewenangan Desa

Desa.
Dalam hal Desa tidak memiliki

‘berdasarkan hak asal- usul dan kewenangan lokal berskala

Peraturan Desa yang

mengatur mengenai kewenangan Pesa berdasarkan hak

penentuan Prioritas Penggunaan

berskala Desa, dasar

Dana Desa adalah

peraturan bupati/wali kota tentang daftar kewenangan Desa

berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berské_la

undangan.

peraturan perundang-

Dalam hal tidak terdapat peraturar] bupati/wali kota yang

mengatur mengenai kewenangan
asal-usul dan kewe'nanganl lokal be

dapat menentukan Prioritas Penggu

Desa berdasarkan hak
rskala Desa, Desa tetap

naan Dana Desa sesuai

dengan ketentuan Peraturan Menter] ini.

Program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa

harus dilaksanakan secara swakeglola oleh Desa sesuai

ketentuan Peraturan Menteri Desa

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor

Pembangunan Daerah
21 Tahun 2020 tentang

Pedoman Umum Pembangunan De¢sa dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa.

Desa dalam melaksanakan swake|lola penggunaan Dana

Desa dapat imelakukan pengadaan

ketentuan peraturan perundaz
pengadaan barang dan jasa di Desa
Kegiatan pengembangan kapasitas v
Dana Desa harus dilaksanakan
Pemerintah Desa atau kerja sama

dikerjakan oleh penyedia barang/ja

Penggunaan Dana Desa diutamak:
dengan pola Padat Karya Tunai Dess:
bagi ]
penganggur, perempuan kepala kely

diprioritaskan

miskin, serta anggota masyarakat m

besaran anggaran upah kerja paling
. /

barang dan jasa sesuai
ng-undangan tentang
varga Desa yang didanai
secara swakelola oleh
pntardesa dan dilarang

Sl

hn untuk dilaksanakan
;- '
benganggur,

harga, anggota keluarga

setengah

arginal lainnya; |
sedikit 50% (lima pulih
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pér'sen) dan total biaya per kegiatan yang dilakukan

me_nggunékan-pola Padat Karya Tun

pembayaran upah kerja dibe;_:‘ikan S€

. pelaksanaan kegiatan Padat Kary

dengan menerapkan protokol kesehe

jenis kegiatan Padat Karya Tunai De

a. pertanian dan perkebunan unty

1)
2)

3

pemanfaatan lahan kosong |
tanaman pangan dan perkel
.peman_faatan_ lahan kosang

penanaman sayuran dan lai

penanaman tumpang sari

perkebunan

b. " wisata Desei'

B

2)

_3)

kebersihan tempat wisata y

usaha milikDesa dan /atau

Desa bersama;

kebersihan tempat kuliner 3

usaha milikDesa dan/atau
Desa bersama; dan
membuka partisipasi warga

wisata.

c. perdagangan logistik pangan

-
)

3)

4

_p_émeliharaan ‘bangunan pa;

badan usaha milik Desa
milik Desa bersama ‘berpe
untuk membeli
kembali di pasar yang lebih
badan usaha milik Desa
milik Desa bersama memb
petani dan pengﬁsaha ko
produksi; dan _
tambaha_n penyef’gcaan moq
Desa dan/atau badan usal

kepada produksi yang meng

d.  perikanan

_'1]

pemasangan atau perawataj

komodits

a1 Desa;

tiap'hari;

h Tunai Desa dikelola
itan; dan

sa meliputi antara lain:
k'kétahanan pangan
milik Desa untuk

punan; o

milik warga untuk
.1-1ain§ dan

tanaman pokok dilahan -

g dikelola badan

badan. usaha milik

rang dikelola badan
badan usaha milik

untuk berusaha di lokasi

Sar;

Han/atau badan usaha
ran sebagai aggregator -
1S Desa untuk dijual
luas; |

Han/atau badan usa.hal_
erikan talangan kepada

beil untuk melakukan
lal badan usaha milik
ha milik Desa bersama-'_ ‘

untungkan di Desa.

h karamba bersama;
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2)  Tbagi haéil budidaya ikan 4gir tawar melalui badan
- usaha milik Desa dan/atqu badan usaha milik
Desa bersama; dan |
3) membersihkan Tempat Pelglangan Ikan (TPI) dan
tempat penjualari ikan lainnya yang dikelola badan
usaha milik Desadan/ atau badan usaha milik Desa
bersama. |
e. peternakan | |
1) membéi‘sihkan kandang ternak milik badan usaha
milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa
bersama; ' |
2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi
hasil yang dikelola baddn wusaha milik Desa
. dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
3) kerja sama badan usaha milik Desa dan:/'atau
~ badan usaha nillik Desa persama dan peternak
dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk
organik. . |
f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pahgah
1) perawatan gudang milik baflan usaha milik Desa
- dan/ataubadan usaha milil Desa beréama; N
2) perawatan alat 'pei'lggﬂingé_n padi milik badan
usaha milikDesa dan/atau |badan usaha milik
' Desa bersama; dan | _
- 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian
| dibayarmelalui dana Desa. |

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

: Penentuan Prioritaé Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui
penilaian terhadap daftar program/kegigtan pembangunan Desa
untuk difokuskan pada upaya pemulfhan ekonomi nasional,
program prioritas nasional, mitigasi dgn penanganan bencana
alam dan nonalam yang mendukung SI}Gs Desa. Hal-hal y'ang
diperhatikan dalam penentuan Priofitas Penggunaan Dana
Desa adalah sebagai berikut: | _ |
1. berdasarkan p'ermasalahan dan| potensi penyelesaian
masalah yang ada di Desa dipilih |program/kegiatan yang
paling dibutuhkan masyarakat Desi dan yang paling besar

-kemanfaatannyé untuk masyarakat Desa, sehingga Dana
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DPMD

Kgban
Kddangan

Kabag
Hukum

Akisten |

Sckda

Wakil
Bupati

a.(

v

Y

/Yy




Desa dilarang untuk dibagi rata;

banyak melibatkan masyarakat ]

" Karya Tunai Desa;

dilaksanakansecara swakelola dengs

- sumberdaya yéng ada di Desa;

- dipastikan adanya keberlaﬁjutan m9

mendatang; dan
program dan/atau kegiatan yang di

dikelola secarapartisipatif, transpar

Penetapan Prioritas Penggunaan Dans:
kepada data masalah dan potensi I
. perbaikan, dan konsolidasi data SD(

informasi desa.

Pengembangan kegiatan di luar Priorit4

Penggunaan Dana Desa Tahun 20

menjalankan ketentuan Undang-Undan

tentang Penetapan Peraturan Pemeri
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tent

Negara dan Stabilitasi Sistem Keus

Pandemi Corona Virus Disease 20

dalam rangka menghadapi ar

membahayakan Perekonomian Nasio;

Sistem Keuangan menjadi Undang-Und

kantor kepala Desa, balai Desa dan/
diperbolehkan.

Tahapan Perencanaan Penggunaan Dan

1.

Desa menginformasikan secara terb
Desa hal-hal sebagai berikut:

a.

data Desa serta peta pbtensi das
| ~ pembangunanDesa;
b. dokumen RPJM Desg;

program/proyek masuk Desa;

besaran anggaran Desa da

program dan/atau kegiataip yang di

program dan/atau kegiatax;l vang dir

program dan/atau kegiatan yang d

Keterbukaan informasi pembangung

rencanakan harus lebih

Desa  khususnya Padat

encanakan harus

n menggunakan

irencanakan harus

infaat bagi generasi

rencanakan harus
an dan akuntabel.

h Desa harus merujuk

esa sebagaimana hasil

is Desa dalam sistem
1s Penggunaan Dana Desa
23 diprioritaskan untuk
lg Nomor 2 Tahun 2020
ntah Pengganti Undang-
hng Kebijakan Keuangan
ingan untuk Penanganan
19 (COVID-19)
jcaman yang
nal dan/atau Stabilitas

dan/atau
ang, maka pembangunan
htau tempat ibadah tidak

a Desa

in Desa

uka kepada masyarakat

n sumber daya

1 sumber pembiayaan

Kaban
Keupngan

Kepala
DPMD

Kabag
Hukum
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‘Musyawarah dusun/kelompok

a.

- Dana Desa..

Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan [

disepakati dalam Musyawarah Des

- yang diberikan oleh Desa n

tim penyusunan RPJM Desa at

pembanguhan Desa; dan

kebijakan __Prioritas. Pengguna
pemulihan ekonomi nasions
nasional, dan mitigasi dan per
dan nonalarh yang mendukung
mendiskusika;

warga Desa

Penggunaan Dana Desa berdass
diskusi.

Desa menyelenggarakan musya)

untuk mendiskusikan rencans

masyarakat Desa merumuskaj
kegiatan yang diprioritaskan
Dana Desa; dan

hasil Musyawarah dusun/kelq

warga dalam MusyaWarah Desa.

an- Dana Desa untuk
l,
langanan bencana alam
BDGs Desa.

program  priorifas

I rencana Prioritas
irkan data dan informasi
nelalui  berbagai forum
A tim penyusunan RKP
warah dusun/kelompok

a Prioritas Penggunaan

1 usulan program dan

untuk didanai dengan

pmpok menjadi usulan

bana Desa dibahas dan

mengawal usulan Prioritas Pen
dibahas dan disepakati dalam M

acara

Musyawarah Desa men

penyusunan dokumen RPJM Desd

Desa.

. Masyarakat Desa wajib
naan Dana Desa agar
syawarah Desa. Berita
adi  pedoman dalam
1, RKP Desa, dan APB

3

Kabag

Kepala Kaban
I Hukum

DPMD epangarn

Sekda Wakil

Bupati

Sisten |

v




BAB 1V

PUBLIKASI DAN PELAPO
Publikasi | _
Prioritas Penggunaan Dana Desa haru:
Pemerintah Desa "kepada masyarak
publik vyang dapat diakses masy
dilakukan secara swakelola dan
melibatkan peran serta masyarakat Dg
Sarana publikasi Prioritas Penggunas

dilakukan melalui:

RAN

s dipublikasikan oleh
at Desa di ruang
arakat Desa yang
partisipatif dengan
sa.

n Dana Desa dapat

1. baliho;

2. papan informasi Desa;

3. media elektronik;

4. media cetak;

5. media sosial;

6. website Desa;

7. leaflet;

8. pengeras suara di ruang publik; dan

9. media lainnya sesuai dengan kondjsi di Desa.

Contoh desain media publikasi dapat

diunduh di situsweb kemendesalgo.id.

Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola
dengan mengggunakan aplikasi sigtem informasi Desa
yang disediakan oleh Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi.

2. Bagi Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga

tidak dapat menggunakan aplikal

Desa secara onrnline,

Prioritas Penggunaan Dana Desa s

difasilitasi oleh Tenaga Pendamping

dapat me

51 sistem  informasi
lakukan pelaporan
ecara offline dengan

t Profesional

Kepala an

K
Keuhingan

Kabag -
Hukum

hsisten | Sekda Wakil

Bupati

DPMD

T

™~

1




BAB V

PEMBINAAN

Pembinaan, pemantauan dan
Penggunaan Dana Desa dapat di
menerapkan pendekatan digital ¥y
aplikasi sistem informasi Desa yai
Kementerian Desa, Pembangunan Da
Transmigrasi.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Da]
Daerah kabupaten/ kg

penetapan Prioritas Penggunaan Dane

Pemerintah

secara berjenjang dengan memberikan
kepada Desa.

Pemerintah Kabupaten‘ Goront

evaluasi Prioritas
laksanakan dengan
aitu  menggunakan
ng disediakan oleh
erah Tertinggal, dan
erah  provinsi dan
ta
| Desa Tahun 2023

1 arahan pembinaan

mengendalikan

hlo Utara dalam

melaksanakan fungsi pembinaan, mornitoring dan evaluasi

dilaksanakan oleh Tim Koordinas

. Kabupaten, Tim

Asistensi Kabupaten dan Tim Asistemsi Kecamatan yang

ditetapkan melalui keputusan Bupati.

Kepala Desa memberikan tanggapan

dan informasi balik

kepada Pemerintah Daerah kabupat¢n/kota, Pemerintah

Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat].

%EUPATI GORONTALO UTARA

THAR)]

Q MODANGGU

Kepala
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PEMERINTAH DAERAH
- KABUPATEN GORONTALO UTARA
LEMBAR DISPOSISI
SURATDARI  : DPMD DITERIMA 2 28 ol 2027
NOMOR SURAT  : &z /DPMD/ Qéo/x, / 2022 NOMOR AGENDA : 20¢/3
TGL SURAT 2y oy ot SIFAT SURAT

MATERI SURAT

Seat £

¥ Tevhaau

Partiloion  Pererbites,  Peraturan

bubali Gororlaw uflarg

devn desa fobwn Zo23
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DITERUSKM KEPADA YTH, Sdr.

POKOK DISAOSISI

z ‘V{ses Sesuaf Ketentuan Perundangan

| | 1. MaxiLBurATI {
| . SEKRETARIS DAERAH | ~ { Telaah [ Berd Penjelasan / Saran
i | 3. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA | | Proses Lebih Lanjut
[ | 4. AsISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | Bicarakan / lap, Bupati / Laksanakan
I } 5. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | ] acc/ pyarTanggapan/ Jawab
i } 6. STAF AHLE 1 | KofElsi f sempurnakan
| ] 7. BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | v”| Koordinasikan / konfirmasikan
| "{ 8. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | Pantau
| | 9. BAGIAN HUKUM { | ump {Untuk Menjadi Perhatian)
1 110. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA | | Falt(Simpan)
B f11. BAGIAN PEMBANGUNAN | | Arsip
I }12. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
I [ 13. BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRAS!
| ]14. BAGIAN PROTOKOLER & HUBUNGAN MASYARAKAT
| 15. BAGIAN UMUM
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- PEMERINTAH DAERAH
- KABUPATEN GORONTALO UTARA
LEMBAR DISPOSIS!
SURATDARI  : DPMD DITERIMA g oy Do
NOMORSURAT  : J{s /me D/ Qéo/?d / o2 NOMOR AGENDA : Zp&/3
TGL SURAT 2y oy  Qont SIFAT SURAT
MATERI SURAT :
A  Tebhaanw Sta} £
Partiohorows  Perarbitan,  Peraturan butoli gororéate  utars
Lanfonq  patuwndu  Lewnis  Porggcacon | doma desa  falun 2023
o
DITERUSKSN KEPADA YTH, Sdr. POKOK DJs¥OSIS|
| 1. MeaKiLBUPAT) \ roses Sesual Ketentuan Perundangan

. SEKRETARIS DAERAH

| Tefaah / Beri Penjelasan / 5aran

ey il Y I PN YV ey ey ey ey ey e — i —

|
|
| 3. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA i | Proses Lebih Lanjut
| 4. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN i | Bicarakan / Lap. Bupati/ Laksanakan
| 5. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | | Acc/Byarfanggapan / Jawab
I 6, STAF AHU I l eksi / Sempurnakan
| 7. BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOM! DAERAH | Koordinasikan / konfirmasikan
| 8. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | { Pantau
| 9. BAGIAN HUKUM | ] UMP {Untuk Menjadi Perhatian}
{10, BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA l | Fall (Simpan)
f11. BAGIAN PEMBANGUNAN l | Arsip
}12. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA '
] 13. BAGIAN ORGANISAS] DAN REFORMASI BIROKRASI
{14. BAGIAN PROTOKOLER & HUBUNGAN MASYARAKAT
{15. BAGIAN UMUM |

DISPOSISI |

DISPOSISI Ul
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PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jn. Kusnodanmupoyo Kompleks Blokplan Perkantoran Desa Molingkapato Kee. Kwandang Kode Pas 96252

TELAAHAN STAF

Permohonan Penerbitan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Desa Tghun 2023

Kepada Yth : Bupati Gorontalo Utara

Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Nomor : (o (Dpmo 7 360 [*1 (33
Tanggal : 2y November 2022

I. Perégalan
a. %ahwa berdasarkan Undang-undang Nomior 6 Tahun 2014 tentang
’-Desa;

b. iBahwa berdasarkan Peraturan Menteri K¢uangan Nomor ...... Tahun

2022 tentang Pengelolaan Dana Desa

II. Pra Anggapan :
1. bahwa dalam rangka kegiatan penyelenggaraan pemerintahan,
© pelaksanaan pembangunan, - pembinaah kemasyarakatan dan

pemberdayaan maéyarakat desa;
2. bahWa penerbitan Peraturan Bupati' dimaksud untuk lebih

menjelaskan lebih detail terkait teknis penggunaan dana desa,

III. Fakta yang Mempengaruhi :

1. bahwa dalam rangka mengimplementagikan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor....... Tahun 2022 tentang |Pengelolaan Dana Desa;

2. bahwa dalam rangka upaya sinkronisasi bgrbagai macam program dan
kegiatan di desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. bahwa dalam rangka - pelaksanaan program dan kegiatan sesuai

kewenangan desa berdasarkan hak asal lisul dan kewenangan lokal

berskala desa.

IV. Analisis
1. Pengelolaan Dana  Desa diperuntykkan untuk  kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan, pelgksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa yang




“berdasarkan 18 (delapan belas) tujuan pembangunan berkelanjutan
atau yang disebut SDG’s desa;
2. Penggunaan Dana Desa lebih ditekankpn pada program prioritas

nasional sesuai ketentuan peraturan pe¢rundangan-undangan yang
berlaku.

V. Kesimpulan :

1. Petunjuk teknis penggunaan dana desa iperupakan acuan bagi desa
untuk melaksanakan program kegidtan berdasarkan tujuan
pembangunan yang berkelanjutan;

2. Dalam rangka meningkatkan transparans] dan akuntabel pengelolaan
dana desa untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyakdtan dan pemberdayaan

masyarakat.

VI. Saran

Dalam rangka memaksimalkan pengelolaan dana desa, maka dengan ini
dimohon kepada Bupati Gorontalo Utara sebagal berikut :

1. Perlu menerbitkan Peraturan Bupati Goronjtalo Utara tentang Petunjuk

Teknis Penggunaan Dana Desa.

Demikian Telahan staf ini dibuat untuk Jbercﬂeh persetujuan, atas

perkenannya diucapkan terima kasih.
f S 7
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